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ABSTRAKSI 

 

Nama : Zalfara Nabila Guswanto 

NIM : 202010110311524 

Judul : Urgensi Perlindungan Hukum Whistle Blower dalam 

Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi pada Instansi 

Pemerintahan di Indonesia 

Pembimbing : 1. Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum. 

2. Cholidah, S.H., M.H. 

  

Whistleblower memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap tindak 

pidana korupsi di Indonesia. Sayangnya, sampai saat ini whistleblower masih belum 

mendapatkan perlindungan yang maksimal terbukti dengan masih adanya kasus 

pembalasan dendam yang dilayangkan kepada whistleblower. Penelitian ini penulis 

lakukan dengan data primer, sekunder, dan tersier yang diolah dengan 

menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menggali urgensi perlindungan 

terhadap whistleblower di Indonesia agar kedepannya lebih banyak anggota instansi 

pemerintah yang turut berpartisipasi mengungkap tindak pidana korupsi dalam hal 

perannya sebagai whistleblower. Hasilnya, penulis menemukan unsur-unsur hukum 

terkait perlindungan hukum terhadap whistleblower tindak pidana korupsi yang 

masih memiliki celah sehingga membuka kemungkinan terjadinya tindakan 

pembalasan dendam dan harus segera menjadi fokus perbaikan oleh pemerintah. 

Kata Kunci: perlindungan hukum, whistleblower, korupsi 
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ABSTRACT 

 

Name : Zalfara Nabila Guswanto 

NIM : 202010110311524 

Tittle  : The Urgency of Whistle Blower Legal Protection in 

Disclosure of Corruption Crimes in Government Agencies 

in Indonesia 

Advisors : 1. Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum. 

2. Cholidah, S.H., M.H. 

  

Whistleblowers have a very important role in exposing criminal acts of corruption 

in Indonesia. Unfortunately, until now whistleblowers still do not receive maximum 

protection, as evidenced by the fact that there are still cases of revenge against 

whistleblowers. The author conducted this research with primary, secondary and 

tertiary data which was processed using a normative juridical approach to explore 

the urgency of protecting whistleblowers in Indonesia so that in the future more 

members of government agencies will participate in exposing criminal acts of 

corruption in terms of their role as whistleblowers. As a result, the author found 

that legal elements related to legal protection for whistleblowers of criminal acts of 

corruption still have loopholes, thereby opening up the possibility of retaliation and 

must immediately become the focus of improvement by the government. 

Keywords: legal protection, whistleblower, corruption 
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